
 
BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR  1  TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIDENRENG 
RAPPANG TAHUN 2019-2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim penanaman 

modal yang kondusif dan mampu memacu 
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng 
Rappang, agar terjalin keterpaduan dan konsistensi 

arah perencanaan penanaman modal daerah, perlu 
dilakukan pengaturan arah kebijakan penanaman 

modal Kabupaten Sidenreng Rappang. 
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 

ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng 

Rappang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penanaman 
Modal Di Kabupaten Sidenreng Rappang, kebijakan 
dasar penanaman modal diwujudkan dalam bentuk 

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten. 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman 
Modal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019–

2025. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara -Republik Indonesia Nomor 4724); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
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SALINAN 



tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 215); 

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42); 

6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan 

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
93); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 
Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2009 Nomor 250); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten sidenreng Rappang Nomor 

11 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal Di 
Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah 

Tahun 2013 Nomor 11); 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM 

PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIDENRENG 
RAPPANG TAHUN 2019-2025. 

   

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang  
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan 
Daerah  

3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.  
4. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan adalah 

pembantu Bupati di bidang perekonomian dan 

pembangunan yang diberikan wewenang untuk 
mengkoordinir urusan penanaman modal didaerah. 

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu adalah adalah Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan 

menanam modal, baik oleh penanam modal dalam 

negeri maupun penanam modal asing untuk 
melakukan usaha di wilayah Negara Republik 

Indonesia.  
7. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha 

yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa 

penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal 
asing untuk melakukan kegiatan usaha diwilayah 
Negara Republik Indonesia. 

8. Fungsi penanaman modal adalah perencanaan 
penanaman modal, pengembangan iklim penanaman 

modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan 
dan non perizinan penanaman modal, pengendalian 



pelaksanaan penanaman modal serta data dan 
informasi penanaman modal. 
 

9. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten 
Sidenreng Rappang yang selanjutnya disingkat RUPMK 

Sidenreng Rappang adalah dokumen perencanaan 
penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang 
yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah 

sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal 
Provinsi Sulaawesi Selatan dan prioritas pengembangan 
potensi Kabupaten Sidenreng Rappang. 

   
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 

 
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan 

acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun 
kebijakan dibidang penanaman modal. 

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati adalah untuk 

mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh 
kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang 
tindih dalam penetapan prioritas masing-masing sektor. 

   
BAB III 

SISTEMATIKA 
 

Pasal 3 

 
(1) RUPMK Sidenreng Rappang disusun dengan 

sistematika sebagai berikut : 
a. pendahuluan;  
b. asas dan tujuan;  

c. visi dan misi;  
d. arah kebijakan penanaman modal;  
e. Peta Jalan Implementasi RUPMK Sidenreng Rappang; 

(2) RUPMK Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

   

BAB IV 
PELAKSANAAN RUPMK 

 
Pasal 4 

 

(1) Peta Jalan Implementasi RUPMK Sidenreng Rappang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e 
disusun dalam empat tahap pelaksanaan yakni : 

a. Tahan I (periode 2019-2020); 
b. Tahap II (periode 2020-2022); 

c. Tahap III (periode 2022-2025 
d. Tahap IV (setelah tahun 2025); 

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi 
pelaksanaan RUPMK dengan melibatkan DPMPTSP dan 
perangkat daerah terkait. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 



dilaskanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) 
tahun dan hasilnya disampaikan kepada Bupati. 

   

 
 

BAB V 
PEMBIAYAAN 

 

Pasal 5 
 

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

RUPMK Sidenreng Rappang dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

   
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang. 

 

Ditetapkan di Pangkajene 
sidenreng  

Pada tanggal, 14 Januari 2019  
 

 BUPATI SIDENRENG 

RAPPANG, 
 
 

ttd 
 

DOLLAH MANDO 
 

 

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng 
pada tanggal, 14 Januari 2019  
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, 

 
 ttd 

 

SUDIRMAN BUNGI 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019 
NOMOR 1 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Daerah Kabupaten  

      Kepala Bagian Hukum  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 LATAR BELAKANG 

 
Pertumbuhan ekonomi bagi sebuah daerah merupakan salah 

satu indikator utama kesejahteraan masyarakat. Meskipun bukan 

satu-satunya indikator, namun faktor pertumbuhan ekonomi ini 

sangat mempengaruhi berbagai variabel lain yang menentukan 

tingkat kesejahteraan masyarakat. Melalui pertumbuhan ekonomi, 

akan tersedia lapangan kerja yang luas yang akan menekan angka 

pengangguran. Sebuah daerah dengan tingkat pengangguran yang 

rendah akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya 

meningkatkan permintaan yang mendorong tumbuhnya sektor 

produksi. Hal ini, tentu saja akan menggairahkan perekonomian 

dan sangat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Meskipun demikian, salah satu kelemahan indikator 

pertumbuhan ekonomi adalah apabila angka pertumbuhan 

penduduk yang cukup tinggi. Sebab, jika angka pertumbuhan 

penduduk lebih tiinggi dari angka pertumbuhan ekonomi, maka 

sangat mungkin dapat menciptakan pengangguran baru. Oleh 

karena itu, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

harus pula diimbangi dengan kebijakan menekan angka 

pertumbuhan penduduk. Menyadari pentingnya indikator 

pertumbuhan ekonomi ini, maka pemerintah daerah kabupaten 

Sidenreng Rappang meyakini perlunya meningkatkan angka 

investasi baru melalui kegiatan penanaman modal. 

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu 

kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang relative lebih sempit 

daro daerah lain yang ada. Namun demikian. memiliki potensi 

ekonomi yang cukup tinggi dengan luas wilayah 189.808.69 km2. 

Secara administrastif, Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas 11 

kecamatan, 106 Desa/Kelurahan. Terdiri atas 68 Kelurahan dan 

hanya 38 Desa. 
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Kondisi geografisnya dengan ketinggian yang bervariasi 

antara 18 sampai 64 meter di atas permukaan laut memungkinkan 

untuk pengembangan berbagai kegiatan ekonomi, seperti sektor 

petanian dan perkembunan, kehutanan, perdagangan dan industry, 

serta sektor pertambangan dan energy. Di samping itu, kondisi fisik 

wilayah yang terdiri dari darat, danau dan bukit/pegunungan 

memungkinkan dikembangkan sektor perikanan darat, 

perhubungan, dan pariwisata. 

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi sumber 

daya manusia yang cukup besar dengan jumlah penduduk 

292.985 jiwa pada tahun 2016. Laju pertumbuhan penduduk 

dapat ditekan hanya di kisaran rata-rata 1,10% pertahun. 

Meskipun demikian, jumlah pengangguran relative masih tinggi. 

Tercatat bahwa pada tahun 2016 angka pengangguran masih 

mencapai angka 6.97% atau sekitar 15.692 orang. Selain itu, 

jumlah penduduk miskin juga masih tinggi. Sekitar 5.45% 

penduduk kabupaten Sidenreng Rappang berada di bawah garis 

kemiskinan atau sebanyak 15.793 orang. Namun demikian, angka 

ini terus menurun jika dibandingkan angka kemiskinan tahun 

sebelumnya yang mencapai 17 ribu orang tahun 2012 dan 16 ribu 

orang tahun 2015. 

Ketersediaan potensi sumber daya alam dan jumlah sumber 

daya manusia perlu dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan 

pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan secara optimal 

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, memerlukan 

katersediaan modal yang cukup. Baik untuk kegiatan investasi, 

maupun dalam rangka kegiatan operasional pembangunan dan 

pemerintahan. Padahal sebagaimana diketahui bahwa 

permasalahan utama yang dihadapi setiap daerah, termasuk 

kabupaten Sidenreng Rappang adalah keterbatasan sumber 

permodalan tersebut. Dengan demikian, maka pemerintah 

kabupaten Sidenreng Rappang perlu mengupayakan untuk 

menggali potensi-potensi daerah yang dapat digunakan untuk 

memperoleh sumber-sumber permodalan tersebut. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

masalah kurangnya modal tersebut yaitu dengan mendorong dan 



RUPM Kab. Sidenreng Rappang 2019-2025 3  

membuka kesempatan bagi masuknya penanamanmodal/investasi 

Domestik maupun asing diKabupaten Sidenreng Rappang. 

Kegiatan penanaman modal/investasi merupakan instrumen 

penting bagi terciptanya sumber-sumber modal untuk ditanamkan 

pada sektor- sektor yang berpotensi menghasilkan keuntungan 

ekonomis. 

Kegiatan penanaman modal memiliki multi-efek sebab selain 

mampu menggerakkan perekonomian daerah, juga membantu 

menyerap tenaga kerja yang tentunya akan menekan angka 

pengangguran. Hal ini juga akan menyebabkan tingkat pendapatan 

perkapita masyarakat serta meningkatkan daya beli yang akan 

menggerakkan sektor produksi. Dengan demikian, maka 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai. 

Melalui investasi diharapkan dapat meningkatkan iklim 

perekonomian daerah secara kondusif. Pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2016 mencapai angka 

9.0%, meningkat sebesar 1.12% dari tahun 2015. Angka ini jauh di 

atas pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya mencapai 

7.1%. Sektor Pertaninan dan tanaman pangan merupakan 

contributor terbesar pertumbuhan yang mencapai 34.82% disusul 

Industri pengolahan sebesar 14.35% dan konstruksi sebesar 

14.34%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi perekonomian 

kabupaten Sidenreng Rappang sesungguhnya sangat baik untuk 

kegiatan investasi. 

Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dicapai dan 

dipertahankan, bahkan dapat ditingkatkan lagi menjadi lebih baik, 

penyerapan tenaga kerja dapat meningkat dan kemiskinan dapat 

berkurang apabila investasi meningkat. Sebab investasi yang 

tinggi, inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan jumlah penduduk 

yang terkendali, percepatan pembangunan infrastruktur yang 

berkualitas dengan didukung oleh aparatur dan sistem birokrasi 

yang profesional serta kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang yang 

aman dan damai merupakan prasyarat bagi tumbuhnya 

perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sidenreng 

Rappang dituntut lebih kreatif dalam mengembangkan 

perekonomian daerah. peranan investasi swasta dan perusahaan 
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milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi akan 

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat 

menimbulkan multiplier effect terhadap sektor-sektor lainnya. 

Untuk menunjang daya dukung penanaman modal dalam 

upaya mendorong peningkatan kegiatan perekonomian yang 

menunjang tersedianya lapangan kerja yang tinggi, mengurangi 

pengangguran, serta meningkatkan daya beli masyarakat, maka 

perlu perencanaan yang baik guna mengarahkan penanaman modal 

sesuai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Perencanaan penanaman modal yang baik akan mengarahkan 

kegiatan penanaman kepada upaya mensinergikan seluruh potensi 

daerah dalam mengoptimalkan kegiatan investasi yang mampu 

menciptakan multiplier effect yang tinggi bagi pembangunan 

perekonomian kabupaten Sidenreng Rappang. 

Untuk mengarahkan kegiatan penanaman modal sesuai 

dengan potensi Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut 

memerlukan peta jalan (roadmap) kegiatan penanaman modal yang 

disusun dan  dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai 

aspek keunggulan dan keterbatasan daerah dalam meraih peluang 

dan menghindari ancaman yang semakin dirasakan sangat 

kompleks saat ini. Untuk itulah, diperlukan Rencana Umum 

Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sidenreng Rappang yang 

mencakup rencana dan peta jalan penanaman modal daerah untuk 

jangka waktu yang panjang yakni hingga tahun 2025. 

 Tujuan danManfaat 

 
Perumusan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten 

Sidenreng Rappang bertujuan untuk : 

a. Menyediakan arah dan panduan kegiatan pembangunan daerah dalam bidang 

penanaman modal 

b. Menyediakan kerangka dasar bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah 

dalam mengembangkan rencana dan program kerja penanaman modal sesuai 

tugas pokok dan fungsinyamasing-masing. 

c. Menyediakan indikator-indikator kunci dalam mengukur kinerja penanaman 
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modal 

 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh daerah dengan adanya RUPM ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Lahirnya program-program kerja dan agenda aksi yang sesuai dengan 

kebutuhan daerah serta menurut skala prioritas dan ketersediaan sumber 

daya. 

b. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dapat dioptimalkan melalui 

sinergi antara semua pemangku kepentingan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya masing- masing 

c. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dapat dioptimalkan melalui 

minimalisasi kegiatan antar sektor yang saling tumpang tindih. 

d. Memudahkan dalam melakukan evaluasi dan monitoring pencapaian kinerja 

penanaman modal daerah 
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BAB II 

 
AZAS DAN TUJUAN 

 
 

 
 Azas-Azas Penanaman Modal 

 
Pengembangan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Sidenreng 

Rappang diselenggarakan berdasarkan azas-azas berikut : 

a. Kepastian hukum 

b. Akuntabilitas 

c. Transparansi 

d. Non-diskriminasi 

e. Berkeadilan 

f. Berkelanjutan 

g. Berwawasan lingkungan 

h. Efektivitas dan Efisiensi 

i. Pelayanan Prima 

j. Keseimbangan dan pemerataan 

 
 Tujuan Penanaman Modal 

 
Pengembangan penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang 

diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut : 

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang 

b. Menciptakan dan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja 

c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan 

d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di kabupaten Sidenreng 

Rappang 

e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di Kabupaten Sidenreng 

Rappang 

f. Mendorong dan memajukan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis 

keunggulan lokal 

g. Mengolah dan mengembangkan potensi ekonomi daerah menjadi ekonomi ril 

dengan menggunakan dana yang bersumber dari luar daerah dan/atau luar 

negeri 

h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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BAB III 

VISI DAN MISI 

 VISI 

 
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sidenreng Rappang 

dilandasi sebuah visi yang merupakan panduan arah pengembangan 

penanaman modal. Rumusan visi tersebut adalah: 

“Terciptanya Iklim kondusif bagi Investasi Agribisnis Di Kabupaten Sidenreng 

Rappang Pada Tahun 2025” 

Rumusan visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh 

stakeholder penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang wajib 

berkontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-

masing untuk menjadikan Sidenreng Rappang sebagai kabupaten yang 

ramah investasi dan berdaya saing pada tahun 2025 khususnya pada 

sektor Agribisnis. Kriteria suatu daerah yang ramah akan investasi 

adalah: 

a. Tersedianya regulasi yang menjamin terciptanya iklim yang 

kondusif bagi kegiatan penanaman modal 

b. Adanya kelembagaan pelaksana pelayanan penanaman modal yang kuat dan 

integrative 

c. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran, kenyamanan, 

dan keamanan berinvestasi 

d. Tersedianya informasi yang valid, aksesebel, dan termutakhirkan bagi para 

pelaku usaha 

e. Terwujudnya pelayanan administrasi penanaman modal yang cepat, 

sederhana, ramah, murah, dan profesional. 

 MISI 

 
Untuk dapat mewujudkan rumusan visi tersebuat sesuai dengan 

rentang waktu yang ditentukan, maka misi penanaman modal 

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan regulasi untuk menjamin kepastianhokum 

b. Menyelenggarakan pelayanan public yang professional dan 

bermututinggi 

c. Meyiapkan sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung pengembangan 
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dan pemasaran agribisnis 
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d. Mengembangkan system informasi dan promosi penanaman 

modal 

e. Menyiapkan kebijakan pemberian fasilitas kemudahan dan 

insentif bagi investor agribisnis 
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BAB IV 

 
ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 

KAB. SIDENRENG RAPPANG 

Perumusan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten 

SidenrengRappangdidasarkanpadarumusanvisidanmisipenanaman 

modal serta rumusan arah kebijakan penanaman modal nasional yang 

tertuangdalamPeraturanPresidenNomor16tahun2012tentangRUPM 

Nasional. 

Jika dicermati, rumusan visi dan misi penanaman modal 

Kabupaten Sidenreng Rappang berorientasi pada penyediaan iklim 

kondusif yang mendukung terciptanya penyelenggaraan kegiatan 

penanamanmodalyangberdayasaingdalambidangAgribisnis.Dengan 

demikian, maka arah kebijakan penanaman modal Kabupaten 

SidenrengRappangadalahmendorongterciptadanterpeliharanyaiklim 

penanaman modal yang kondusif, sehingga dapat secara berkelanjutan 

mendorong penguatan daya saing daerah dalam peningkatan 

penanaman modal dengan menjadikan sektor Agribisnis sebagai 

kekuatan yang dapat dikembangkan. 

Perumusan arah kebijakan pasar modal Kabupaten Sidenreng 

Rappang juga didasarkan pada ketujuh aspek tersebut sesuai ruang 

lingkup kewenangan dan karakteristik Kabupaten Sidenreng Rappang 

sebagai berikut : 

1. Perbaikan iklim penanamanmodal 

 
Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal meliputi; 

 
a. Penguatan kelembagaan melalui penyamaan visi diantara semua pemangku 

kepentingan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, peningkatan 

efektivitas koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi antar sektor, 

penyediaan informasi yang terintegrasi, komperehensif, dan mutakhir. 

b. Pemantapan implementasi proses perizinan dan non-perizinan yang 

terintegrasi melalui penguatan dan kejelasan kewenangan setiap sektor 

penanaman modal dalam mekanisme PTSP dan 
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bentuk-bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan arah 

kebijakan perizinan nasional. 

c. Perlunya menjamin kepastian hukum sebagai upaya melindungi penanam 

modal (investor) terutama pada aspek jaminan keamanan usaha dan asset 

produksi dan lahan. 

d. Pembentukan budaya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang 

berintegritas, akuntabel, dan transparan yang menunjang kemudahan dan 

kenyamanan bagi investor. 

e. Penetapan kebijakan kawasan dan zonasi pengembangan ekonomi 

berdasarkan karakteristik dan keunggulan lokal serta kawasan aktivitas 

usaha yang menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat 

f. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan 

program pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia, alih 

teknologi, dan mendorong adanya hubungan dan komunikasi harmonis 

antara pekerja dan perusahaan dalam berbagai aspek, khususnya terkait 

pengupahan. 

g. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan melalui 

pengembangan sarana dan prasarana pendukung termasuk didalamnya 

penerapan system layanan perizinan berbasis teknologi informasi. 

 
 

2. Persebaran Penanaman Modal 

 
Arah kebijakan persebaran penanaman modal meliputi: 

 
a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi yang ada di Kabupaten Sidenreng 

Rappang melalui pengembangan sektor strategis sesuai daya dukung 

lingkungan dan potensi ekonomi unggulan yangmeliputi: 

1) Pengembangan sentra produksi hutan di wilayah yang meliputi; 

Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, 
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Panca lautan, tellu Limpoe, Watang Pulu, dan kecamatan 

Kulo. 

2) Pengembangan sentra produksi hasil pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura di seluruh wilayah kecamtan. Sedangkan khusus untuk 

pengembangan sentra produksi tanaman pangan lahan kering yang 

meliputi komoditi jagung, kedelai, dan kacang tanah tersebar di wilayah 

kecamatan Kulo, Dua pitue, Tellu Limpoe, Panca lautang, Panca Rijang, 

Pitu Riase, dan Pitu Riawa. 

3) Pengembangan sentra produksi perkebunan Kakao di seluruh 

kecamatan, pengembangan Produksi hasil perkebunan Cengkeh 

diwilayah kecamtan Kulo,Pitu Riase, dan Pitu Riawa. Sedangkan untuk 

pengembangan sentra produksi perkebunan Kopi meliputi wilayah 

kecamatan Kulo, Watang Pulu, dan Pitu Riase. 

4) Pengembangan sentra produksi hasil perkebunan Jambu Mete meliputi 

wilayah kecamatan Kulo, Dua Pitue, Tellu Limpoe, Panca lautang, Panca 

Rijang, Watang Pulu, Pitu Riase, Pitu Riawa, dan Watang Sidenreng. 

5)  Pengembangan sentra produksi Peternakan besar di wilayah 

kecamatan Watang Pulu dan Panca Lautang. Sedangkan untuk sentra 

pengembangan ternak ungags meliputi wilayah kecamatan 

Maritengngae, Panca Rijang, Baranti dan Kulo. 

6) Pengembangan sentra produksi hasil perikanan tangkap, budidaya dan 

pengolahan ikan air tawar di wilayah yang meliputi; Kecamatan Watang 

Sidenreng, Tellu Limpoe, Panca Lautang, Maritengngae, Watang Pulu, 

Baranti, Kulo, Panca Rijang, Pitu Riase, Dua Pitue, dan Pitu Riawa. 

7) Pengembangan sentra produksi hasil tambang meliputi; 

 
a) Produksi tambang mineral logam di wilayah kecamatan Pitu Riase, 

Panca Rijang, dan kecamatan Pitu Riawa 
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b) Produksi tambang mineral non-logam diwilayah kecamatan Baranti 

dan Watang Pulu. 

c) Produksi tambang Batu Bara di wilayah kecamatan Pitu Riawa 

d) Produksi tambang Gas dan Panas Bumi di wilayah Kecamatan Tellu 

Limpoe 

8) Pengembangan sentra industri pengolahan untuk industri besar, 

menengah, untuk industri hasil-hail pertanian dan peralatan pertanian 

di wilayah yang meliputi Watang Pulu, Tellu Limpoe, Panca Rijang, Pitu 

Riase, dan Pitu Riawa. Sedangakn Untuk pengembangan sector industri 

kecil meliputi seluruh wilayah kecamatan. 

9) Pengembangan sentra produksi jasa dan perdagangan, meliputi; 

a) Sentra jasa dan perdagangan besar skala kabupaten di wilayah 

perkotaan Pangkajenne, Rappang, dan Baranti. 

b) Sentra jasa dan perdagangan kecil skala Kecamatan di semua 

wilayah kecamatan sesuai potensinya masing- masing. 

b. Pengembangan sentra industri pariwisata di wilayah yang meliputi; 

kecamatan Pangkajene, Maritengngae, Panca Rijang, Watang pulu, Panca 

Lautang, dan Kulo. 

c. Penyesuaian kebijakan pengembangan sentra produksi dengan kebijakan 

pengembangan infrastruktur 

d. Pengembangan diversifikasi industri pengolahan, terutama industri yang 

memanfaatkan produksi pertanian,perkebunan, peternakan, dan perikanan 

sebagai bahan baku. 

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi 

 
a. Arah pengembangan bidang Pangan 

 
1) Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan 

yang meliputi; 
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a) Pengembangan Industri mikro kecil dan menengah di bidang 

produksi penganan yang menggunakan bahan baku umbi-umbian 

ataubuah-buahan 

b) Pengembangan industri pengolahan yang memproduksi bumbu dan 

kebutuhan dapur berskala industri rumah tangga 

c) Pengembangan usaha menengah di bidang penggilingan dan 

pengepakan beras 

d) Pengembangan pengolahan Kopi dan Coklat 

 
e) Pengembangan industri kreatif dan kerajinan 

 
2) Penguatan kemampuan daya saing, efisiensi, dan produktivitas melalui 

modernisasi agribisnis; 

a) Melaksanakan penyuluhan teknik intensifikasi budi daya tanaman 

pangan 

b) Melaksanakan penyuluhan manajemen tatekelola agribisnis 

3) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang 

mampu melakukan peningkatan produksi melalui ekstensifikasi dan 

intensifikasi lahan usaha, peningkatan sarana dan prasarana budi daya 

dan pasca panen yang layak. 

4) Pengembangan pusat informasi dan fasilitas transaksi bisnis berbasis 

teknologiinformasi 

b. Arah Pengembangan Bidang Infrastruktur 

 
1) Pengembangan irigasi di wilayah bendungan Torere di Kecamatan 

Panca Lautang, wilayah bendungan Bulu Cenrana di Kecamatan Pitu 

Riawa,Wilayah Bendungan Bila di Kecamatan Pitu Riase, wilayah 

bendungan Benteng di Kecamatan Kulo, wilayah bendungan Bulu 

Timoreng di kecamatan Panca Rijang, Bendungan Alakarajae di 

Kecamatan Watang Pulu, Bendungan Tellang di Kecamatan 
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Panca Rijang, Bendungan Bilokka dan Wette di Kecamatan 

Panca Lautang. 

2) Pengembangan dan peningkatan jumlah energy listrik dan jaringan ke 

wilayah terpencil dan mambangunpembangkit PLTMH diwilayah 

potensial yang sulit terangkau dan terpencil 

3) Peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan kolektor antar desa dan 

kecamatan sesuai persebaran sentra produksi hasil pertanian, 

perkebunan, dan peternakan. 

4) Peningkatan dan pengembangan ruas jalan yang menghubungkan 

kabupaten Sidenreng Rappang dengan daerah penyangga sekitar 

untuk memperlancar dukungan transportasi suplai bahan baku dan 

pemasaran antar daerah menuju pelabuhan antar pulau di Pare-Pare, 

Bone, dan Wajo. 

5) Peningkatan dan pengembangan fasilitas terminal: 

a) Terminal Barang di Kecamatan Watang Pulu 

b) Terminal Barang di Kecamatan Maritengngae 

c) Terminal Barang di Kecamatan Dua Pitue. 

 
6) Pengembangan Sistem Simpul Transportasi Jalur Kereta Api: 

a) Jaringan jalur kereta api umum lintas barat pulau Sulawesi 

b) Jaringan jalu kereta api umum lintas Sulawesi Selatan 

 
c. Arah Pengembangan Bidang energi 

 
1) Melaksanakan kajian kelayakan pengembangan Pembangkit Listrik 

Tenaga Mikro Hidro di Daerah Aliran Sungai (DAS)Bila 

2) Melaksanakan kajian kelayakan pengembangan Pembangkit Listrik 

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dikawasan Sungai Bilokka 
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4. Penanaman modal yang berwawasanlingkungan 

 
Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan 

meliputi; 

a. Pemberianizinpenanamanmodalyangtetapmempertahankan kawasan 

hutan lindung yang tersebar di 6 kecamatan yaitu; Kecamatan Panca 

Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, Pitu Riase, Pitu Riawa, dan kecamatan 

Kulo 

b. Tidak memberikan izin penanaman modal untuk pembangunan yang 

mengganggu daerah resapan air di sekitar daerah aliran sungai di kecamtan 

Tellu Limpoe, Watang Sidenreng, dan Baranti. 

c. Pemberian izin disekitar kawasan daerah aliran sungai disertai kewajiban 

investor untuk melindungi dan mengembangkan kelestarian lingkungan 

kawasan resapan air 

d. Pemberian izin penanaman modal yang mempertahankan kawasan 

sempadan danau dan sempadan sungai dengan membiarkan kawasan 

sempadan menjadi ruang terbuka hijau dan resapan air yang tersebar 

diKecamatan Watang Sidenreng, Tellu Limpoe, dan Kecamatan Panca 

Lautang. 

e. Pemberian kemudahan dan/atau insentif kepada penanaman modal yang 

melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup dan mencegah 

pencemaran 

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Arah 

kebijakan pemberdayaan UMKMKmeliputi; 

a. Pengembangan databaseUMKMK 

 
b. Identifikasi UMKM potensial yang memungkinkan naik kelas dan dapat 

bekerjasama dengan usahabesar 

c. Melakukan pembinaan UMKM untuk peningkatan kapasitas terhadap akses 

pasar, akses permodalan, teknologi produksi, daninovasi 



RUPM Kab. Sidenreng Rappang 2019-2025 17  

d. Peningkatan kapasitas untuk pengembangan bisnis e- commerce 

e. Membuat kebijakan yang memudahkan UMKM mengakses sumber-sumber 

permodalan dari lembaga keuangan 

f. Memberikan insentif kepada lembaga keuangan yang memberikan fasilitas 

kredit kepada UMKM 

g. Perlu ada kebijakan pemanfaatan Dana CSR perusahaan untuk 

pengembangan UMKMK 

6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif PenanamanModal 

 
Arah kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif 

penanaman modal melipitu; 

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan 

suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada perusahaan 

atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar 

perusahaan tersebut berprilaku/atau melakukan kegiatan sesuai 

dengan harapan atau kebijakan yang ditetapkan pemerintah 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Arah kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif 

penanaman modal adalah : 

a. Membuat dan mengoptimalkan kebijakan implementatif pemberian 

kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dalam bentuk aturan 

pelaksanaan dari perda penanaman modal Kabupaten Sidenreng Rappang 

b. Bentuk-bentuk kemudahan dan/atau insentif adalah: 

 
1) Pemberian fiscal berupa keringanan pajak daerah dan/atau retribusi 

daerah 

2) Pemberian kemudahan dalam pelayanan (pelayanan 

khusus) 

3) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan atau jaminan pemerintah 
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4) Kemudahan memperoleh hak atas tanah 

 
5) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal 

 
6) Penyediaan sarana dan prasarana 

 
7) Penyediaan lahan atau lokasi 

 
8) Pemberian bantuan permodalan 

 
c. Kriteria pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal: 

1) Memberikan kontribusi besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat 

2) Menyerap banyak tenaga kerja local 

 
3) Memberikan kontribusi besar dalam peningkatan PDRB Kabupaten 

Sidenreng Rappang 

4) Menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan 

hidup 

5) Bermitra dan meningkatkan kegiatan usaha mikro, kecil, menengah, 

dan koperasi yang berada dalam wilayah Kabupaten Sidenreng 

Rappang. 

6) Mengembangkan usaha yang termasuk sektor unggulan daerah 

7) Melakukan alih teknologi pada usaha dan tenaga kerja lokal 

 
8) Membangun infrastruktur untuk kepentingan masyarakat Kabupaten 

Sidenreng Rappang 

9) Menempati lokasi di daerah terpencil 

 
d. Mekanisme pemberian Kemudahan dan/atauinsentif 

 
1) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan 

melalui keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi tim evaluator 
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2) Tim evaluator dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur- unsur SKPD 

Teknis terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu sebagai koordinator. 

3) Tim evaluator melakukan kajian dan evaluasi terhadap bidang-bidang 

usaha yang berhak memperoleh dan menentukan bentuk kemudahan 

dan/atau insentif penanaman modal yang akan diberikan. 

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal 

 
Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal 

meliputi; 

a. Pengembangan strategi dan instrument promosi yang mencitrakan dan 

memperkuat brandimage Sidenreng Rappang sebagai daerah dengan iklim 

investasi bidang agribisnis yang kondusif sesuai dengan visi penanaman 

modal 

b. Pengembangan strategi dan pelaksanaan kegiatan promosi yang lebih fokus 

pada target-target yang sesuai dengan pengembangan penanaman modal 

yang sudah ditetapkan 

c. Peningkatan peran, koordinasi, dan sinergi masing-masing stakeholder 

dalam kegiatan promosi penanaman modal yang terintegrasi dan masif 

d. Penguatan peran fasilitasi dan pendampingan hasil kegiatan promosi secara 

pro-aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi 

penanaman modal 

e. Peningkatan upaya penjajakan kerjasama penanaman modal oleh 

pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan pihak luar 

negeri atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain serta pihak 

swasta nasional untuk kegiatan penanaman modal yang saling 

menguntugkan dengan tetap memperhatikan keamanan dan kondisi sosial 

masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. 
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BAB V 

 
PETA JALAN IMPLEMENTASI RUPM 

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 

 

 
Peta jalan implementasi RUPM Kabupaten Sidenreng Rappang disusun 

dalam tiga tahapan pelaksanaan yang dilaksanakan secara paralel 

mulai dari tahapan jangka pendek menuju jangka panjang.Berhubung 

karena masa perencanaan RUPM yang hanya sisa sekitar tujuh tahun, 

maka perencanaan diarahkan pada program-program dengan sasaran 

memperkuat landasan perencanaan jangka panjang tahap berikutnya. 

Tahapan pelaksanaan RUPM kabupaten Sidenreng Rappang adalah 

sebagai berikut : 

A. Tahap I (priode tahun2019-2020) 

 
UntukmenunjangpelaksanaantahapIRUPMkabupatenSidenreng 

Rappang ini sebagai landasan untuk pelaksanaan tahapan 

berikutnya, maka strategi yang diterapkan pada tahap pertama 

adalah penguatan kelembagaan, pengembangan kapasitas SDM, 

dan peningkatan koordinasi antar sektor guna menunjang 

kemudahan investasi. Langkah-langkah kebijakan penanaman 

modal adalah sebagai berikut: 

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi internal dalam rangka penyamaan visi 

kepada semua pimpinan SKPD dan instansi terkait tentang peran masing-

masing dalam kerangka peningakatan penanaman modal di kabupaten 

Sidenreng Rappang 

2. Menyusun peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang pemberian 

kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sebagai penjabaran dari 

Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal 

3. Melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan daerah untuk 

mengupayakan sinkronisasi aturan baik bersifat vertikal aturan daerah 

dengan aturan yang lebih tinggi) maupun horizontal (sesama aturan daerah) 

dalam rangka menjamin kepastian 
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hukum dan mencitakan iklim investasi yang kondusif 

4. Menyesuaikan standar-standar, mekanisme dan prosedur, formulir, dan 

sistem administrasi perizinan dan non-perizinan terkait penanaman modal 

yang terkait dengan semua SKPD dan instansi penyelenggara kegiatan 

penanaman modal 

5. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis 

kepada aparat disemua SKPD terkait kegiatan penanaman modal, baik dalam 

kerangka administrasi perizinan dan non perizinan, maupun dalam kerangka 

penyediaan sarana dan prasarana, infrastruktur, pengembangan industri 

dibidang pangan, serta pendampingan investor dalam mengidentifikasi 

potensi ekonomi di kabupaten Sidenreng Rappang 

6. Menyusun dan mengembangkan rencana dan instrument promosi yang 

terintegrasi antar sektor penanaman modal yang didasarkan pada fokus 

pengembangan potensi daerah. 

7. Membuat profil dan peta potensi penanaman modal daerah dengan 

menekankan pada potensi pengembangan sektor unggulan di bidang 

pangan. 

8. Menyiapkan pembangunan gedung kantor DPMPTSP yang representative 

dan terjangkau 

9. Penerapan sistem Informasi dan perizinan investasi secara elektronik 

(SPIPISE) dan OSS 

10. Mengembangkan sistem Database UMKMK 

11. Mengidentifikasi UMKMK di daerah yang potensial untuk bermitra dengan 

usaha menengah dan besar 

B. Tahap II (periode tahun2020-2022) 

 
Untuk menunjang pelaksanaan tahap II RUPM kabupaten 

Sidenreng Rappang ini sebagai landasan pelaksanaan tahap 

berikutnya, maka strategi yang diterapkan pada tahap kedua adalah 

peningkatan kapasitas produksi, akses pasar komoditas, akses 

permodalan, dan diversifikasi industri pengolahan dalam rangka 

peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah-langkah yang 

diperlukan adalah sebagaiberikut; 

1. Menyusun peraturan daerah tentang Corporate Social Responsibility(CSR) 

2. Membentuk Unit kerja Pusat Informasi dan Pelayanan 
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Penanaman Modal di DPMPTSP yang berfungsi untuk 

memberikan informasi, fasilisitasi, pelayanan, dan nasehat 

(advise) kepada calon investor 

3. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas wirausahawan lokal melalui 

pendidikan, pelatihan, pemagangan, danstudi banding dalam rangka 

pendirian dan pengelolaan usaha sektor industri pengolahan yang 

memanfaatkan bahan baku local 

4. Melaksanakan pelatihan manajemen produksi, pemasaran, dan keuangan 

UMKM serta pelatihan penyusunan proposal permohonan kredit untuk 

lembaga keuangan konvensional, maupun melalui Fintech (financial 

technology). 

5. Menyelenggarakan pelatihan transaksi bisnis on-line bagi pelaku UMKMK 

6. Membangun pusat informasi dan fasilitas transaksi bisnis berbasis internet 

pada setiap ibukota kecamatan. 

7. Membentuk lembaga penjaminan kredit mikro 

8. Pengembangan kapasitas jalan kolektor dalam kabupaten yang menunjang 

sentra-sentra produksi unggulan 

9. Pembangunan irigasi diwilayah pengembangan sektor unggulan 

10. Pengembangan fasilitas pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pengumpul 

11. Pengembangan jumlah energy listrik dan jaringan untuk mendukung sektor 

industri 

12. Melaksanakan kajian kelayakan pengembangan Pembangkit listrik sesuai 

dengan potensi SDA yangada. 

C. Tahap III (2022-2025) 

 
Tahap III merupakan landasan umum untuk pengembangan 

penanaman modal periode RUPM berikutnya yang dimulai pada 

tahun 2022. Strategi yang ditempuh adalah penyediaan landasan 

pengembangan ekonomi terpadu yang modern melalui intensifikasi 

dan sistem pengembangan agribisnis. Langkah-langkah kebijakan 

yang diperlukan adalah sebagai berikut; 

 
 
 
 
 

1. Mempersiapkan kawasan industri 

2. Melaksanakan program intensifikasi dan agribisnis 



RUPM Kab. Sidenreng Rappang 2019-2025 23  

 
3. Menetapkan peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang kegiatan usaha 

berwawasan lingkungan 

4. Pembinaan usaha skala menengah yang potensial untuk ditingkatkan menjadi 

usaha besar 

5. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di 

pusat, provinsi sulawesi selatan dan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk 

mendorong industri alisasi skala besar. 

6. Pengembangan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan sektor industri 

skala besar yang akan dikembangkan. 

D. Tahap IV 

 
Pelaksanaan Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai 

kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat 

perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang sudah tergolong 

baik. Pada Tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan 

kemampuan ekonomi kearah pemanfaatan teknologi tinggi atau 

pun inovasi. Untuk mendukung tahap ini, maka langkah-langkah 

yang harus dipersiapkan adalah: 

1. Membina dan memfasilitasi Perguruan Tinggi localuntuk melakukan riset-riset 

pengembangan usaha-usaha berbasis agribisnis modern yang bernilai inovasi. 

2. Memfasilitasi pendirian pusat-pusat studi, pengkajian dan penerapan 

teknologi yang mendukung industri maju dan ramah lingkungan. 



RUPM Kab. Sidenreng Rappang 2019-2025 24  

BAB VI 

PELAKSANAAN 

 

 
Kebijakan Pemerintah Daerah tentang regulasi yang berkaitan 

denganpenanamanmodaldimaksudkanuntukmenciptakankepastian 

sehingga iklim penanaman modal akan semakin kondusif. Olehkarena 

itu, apabila semua faktor pendukung baik ekonomi, sosial, politik, 

hukum, pertahanan keamanan yang mendasari asumsi-asumsi 

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) ini dipenuhi, 

maka berbagai target capaian yang ditetapkan dalam RUPMK ini dapat 

dicapai. 

Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan 

diatas, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit 

pelaksanaan sebagai berikut : 

1. DPMPTSPdalammelaksanakantahapanRUPMKSidenrengRappang dapat melibatkan 

OPD lain yang terkait dalam lingkup Pemerintah Kabupaten SidenrengRappang 

2. Organisasi Perangkat Daerah yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sidenreng Rappang dalam menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman 

modal, kebutuhan dan prioritas penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya mengacu kepada RUPMK. 
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LAMPIRAN 1 

ROADMAP RUPM 

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 

2019 - 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

ROAD MAP 

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL 

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 2019 - 2025 

No 
FOKUS 

PENGEMB 
ANGAN 

TAHAP PERTAMA ( TAHUN 2019-2020) 

SASARAN LOKASI KEBIJAKAN 

1. Umum Terciptanya kesamaan cara 
pandang diantara semua 
komponen pemerintah 

kabupaten Sidenreng 

Rappang tentang pentingnya 
penanaman modal 

Kabupaten Penyamaan visi 
penanaman 
modal daerah 

Terwujudnya harmonisasi 
dan sinkronisasi regulasi 
secara vertical dan horizontal 

Kabupaten Melaksanakan 
kajian regulasi 
penanaman 

modal 

Terwujudnya kesesuaian 
standar, mekanisme, dan 
prosedur pelayanan 
penanaman modal 

Kabupaten Melakukan 
penyesuaian 
standar dan 
prosedur 
perizinan 
penanaman 
modal 

Meningkatnya kapasitas 
SDM Aparatur dalam bidang 
pelayanan perizinan dan 

pendampingan bagi calon 
investor 

Kabupaten Peningkatan 
kapasitas dan 
kompetensi 
aparatur 

Tersedianya rencana- 
rencana penyediaan sarana 
dan prasarana serta sistem 
informasi yang menunjang 
pelayanan penanaman modal 

Kabupaten Menyusun 
rencana 
pengembangan 
sarana dan 
prasarana, 
peralatan 
promosi, dan 
sistem informasi 

Tersedianya fasilitas 
pelayanan dan promosi 
penanaman modal 

Kabupaten Melaksanakan 
kegiatan 
pengadaan, 
pengembangan, 
dan 
pemeliharaan 
fasilitas 
pelayanan dan 
promosi 
penanaman 
modal 

Tersedianya database UMKM Kabupaten 
dan 
Kecamatan 

Melakukan 
sensus UMKM 
dan 
imengidentifikasi 
UMKM yang siap 
dikerjasamakan 
dengan Usaha 
Menengah dan 
Besar 



 

  Terimplementasinya Sistem 
Infromasi dan Perizinan 
Investasi secara Elektronik 
(SPIPISE) dan OSS 

Kabupaten Pengadaan 
untuk 
menambah 
hardware dan 
pelatihan tenaga 
operator SPIPISE 
dan OSS, serta 
Pelatihan 
penyusunan 
LKPM bagi 
pelaku usaha 

Tersedianya kantor 
DPMPTSP yang representatif 

Kabupaten Melaksanakan 
pembangunan 
kantor DPMPTSP 

2. Bidang 

Pangan 

Tersedianya SDM yang 
memiliki pola pikir 
penanaman modal dan 
memiliki kapasitas untuk 
mendampingi calon investor 
dalam penanaman modal 
bidang pangan 

Kabupaten Penyelenggaraan 
pelatihan 
penanaman 
modal bagi 
aparatur SKPD 
Teknis bidang 
pangan 

  Tersedianya peta potensi dan 
peluang investasi di bidang 
pangan 

Kabupaten Melaksanakan 
penyusunan peta 
potensi dan 
peluanginvestasi 
sektor unggulan 
di bidangpangan 

3 Bidang 

Infrastrukt 

ur 

Tersedianya aparatur SKPD 
Teknis bidang infrastruktur 
yang memiliki pola pikir dan 
memiliki kapasitas untuk 
mendampingi calon investor 
terkait infrastruiktur 

Kabupaten Melaksanakan 
pelatihan 
penanaman 
modal bagi 
aparatur SKPD 
bidang 
perencanaan 
infrastruktur 

4. Bidang 

Energi 

Tersedianya aparatur bidang 

energi yang memiliki pola 
pikir dan kapasitas 
merencanakan ketersediaan 
sarana dan prasarana energi 
sesuai kebutuhan 
penanaman modal 

Kabupaten Melaksanakan 

kegiatan 
pengembangan 
kapasitas SDM 
aparatur bidang 
Energi 



 

NO 
FOKUS 

PENGEMBANG 
AN 

TAHAP KEDUA (TAHUN 2020 – 2022) 

SASARAN LOKASI KEBIJAKAN 

1. UMUM Tersedianya Peraturan 
Daerah tentang 
Corporate Social 
Responsibility (CSR) 

 
Kabupaten 

 

Menyusun dan 
mengesahkan Perda CSR 

Tersedianya Unit Kerja 
Pusat Infromasi dan 
pelayanan penanaman 
modal 

 
Kabupaten 

Membentuk unit kerja 
pusat informasi dan 
pelayanan penanaman 
modal 

Tersedianya pelaku 

usaha yang memiliki 
kemampuan untuk 
melakukan transaksi 
bisnis elektronik 

Kabupaten Melaksanakan pelatihan 

transaksi bisnis 
elektronik bagi pelaku 
UMKM 

Tersedianya pusat- 
pusat informasi dan 
fasilitas transaksi bisnis 
di ibu kota Kecamatan 

Kecamatan Membentuk pusat-pusat 
informasi dan transaksi 
bisnis on-line di ibu kota 
kecamatan 

Terbentuknya Lembaga 
Penjaminan kredit 
Mikro 

Kabupaten Membentuk Lembaga 
Penjaminan Kredit Mikro 

Meningkatnya 
kemampuan 
manajemen produksi, 
keuangan, dan 
pemasaran bagi pelaku 
UMKM 

kabupaten Melaksanakan pelatihan 
manajemen produksi, 
pemasaran, dan 
keuangan bagi pelaku 
UMKM 

Meningkatnya 
kemampuan 
penyusunan proposal 
permohonan kredit bagi 
pelaku UMKM 

Kabupaten Pelatihan penyusunan 
proposal kredit bagi 
pelaku UMKM 

2. Bidang pangan Meningkatnya 
pengetahuan dan 
keterampilan petani, 
nelayan,dan peternak 
dalam meningkatkan 
tatalaksana usaha 
untuk penigkatan 
produktivitas 

Kabupaten Melaksanakan kegiatan 
penyuluhan di bidang 
tatalaksana pertanian, 
perkebunan, perikanan, 
dan peternakan 

Meningkatnya 
kemampuan tatakelola 
hasil usaha pertanian, 
perkebunan, perikanan, 
dan peternakan 

Kabupaten Melaksanakan pelatihan 
tatalaksana hasil usaha 
bagi petani, nelayan, dan 
peternak 

Meningkatnya jumlah 
dan kapasitas 
wirausahawan lokal 
untuk mendirikan dan 
mengelola usaha sektor 
industri pengolahan 
yang memanfaatkan 
bahan baku sektor 

Kabupaten Melaksanakan 
pendidikan, pelatihan, 
pemagangan, dan studi 
banding ke industri 
pengolahan di bidang 
pangan 



 

3. Bidang 
Infrastruktur 

Meningkatnya kualitas 
dan kapasitas jalan- 
jalan kolektor antar 
kecamatan yang 
menjadi sentra 
pengembanganekonomi 
unggulan 

Kabupaten Membangun jalan-jalan 
kolektor antar 
kecamatan yang menjadi 
sektor unggulan 

Tersedianya fasilitas 
pengairan pada wilayah 
pengembangan 
pertanian 

Kabupaten Melaksanakan 
pembangunan irigasi 

Sarana dan prasarana 
pelabuhan pengumpan 
yang lebih nyaman 

Kabupaten Melaksanakan 
peningkatan fasilitas 
pelabuhan pengumpan 

Fasilitas pelabuhan 
pengumpul atau 
pelabuhan nasional 
yang lebih nyaman 

Nasional Peningkatan fasilitas 
pelabuhan Bajoe 

4. Bidang Energi Tersedianya Hasil studi 
kelayakan 
pengembangan 
pembangkit listrik 
tenaga alternatif 

Kabupaten 
dan 
Provinsi 
Sulsel 

Menyusun studi 
kelayakan pembangunan 
pembangkit listrik 
alternatif 

Tersedianya energi 
listrik yang cukup 

Provinsi 
Sulsel 

Pengembangan sistem 
jaringan energi listrik 
dengan mengoptimalkan 
sumber daya pembangkit 
listrik di wilayah provinsi 
Sulawesi Selatan 



 

NO 
FOKUS 

PENGEMBANG 
AN 

TAHAP KETIGA (TAHUN 2022 – 2025) 

SASARAN LOKASI KEBIJAKAN 

1. UMUM Adanya kemudahan 
bagi kegiatan industri 
dalam memperoleh 
lahan dan fasilitas 
penunjang operasional 
industri 

 

 
Kabupaten 

 

Menyusun peraturan 
daerah tentang 
pembentukan kawasan 
industri 

Berkembangnyasektor 

-sektor prioritas dan 
teknologi yang ramah 

lingkungan, serta 
pemanfaatan potensi 
sumber energi baru dan 
terbarukan. 

 

 

Kabupaten 

 
Menyusun Peraturan 
Bupati tentang kegiatan 
usaha yang berwawasan 
lingkungan 

Berkembangnya usaha 
skala besar 

Kabupaten Pembinaan usaha 
menengah untuk 

ditingkatkan menjadi 
usaha skala besar 

Terwujudnya 
sinkronisasi program 
pemerintah pusat dan 
daerah dalam 
mendorong 
industrialisasi skala 
besar 

Kabupaten, 
Provinsi 
Sulsel, dan 
Nasional 

Melakukan koordinasi 
program pengembangan 
industri besar 

Tersedianya SDM yang 
memiliki kemampuan 
mendukung industri 
besar 

Kabupaten Melaksanakan 
pendidikan dan 
pelatihan SDM 

2. Bidang pangan Meningkatnya 
produktivitas pertanian, 
perikanan, 
perkebunana, dan 
peternakan 

Kabupaten Melaksanakan program 
intensifikasi pertanian, 
perkebunan, perikanan, 
dan peternakan 

Terwujudnya 
pengelolaan sektor 
pertanian terpadu yang 
modern 

Kabupaten Mengembangkan teknik 
pengelolaan usaha 
agribisnis modern 

 

 

 
3. 

 

 
 
Bidang 
Infrastruktur 

 

 
Tersedianya 
Infrastruktur 
pendukung kawasan 
industri 

 

 

 
Kabupaten 

Menyusun peraturan 
daerah terkait 
penyelenggaraan 
Kawasan Industri 

 

Alokasi Sumber Daya 
untuk mendukung 
penyelenggaraan 
Kawasan Industri 

4. Bidang Energi Tersedianya sumber 
energi alternatif 

Kabupaten 
dan 
Provinsi 

Memfasilitasi dan 
memberikan insentif 
pembangunan 
pembangkit listrik 
tenaga alternatif 



 

NO 
FOKUS 

PENGEMBANG 
AN 

TAHAP KEEMPAT (SETELAH 2025) 

SASARAN LOKASI KEBIJAKAN 

 

 

 

1. 

 

 

 
 

UMUM 

 

Berkembangnya 
Industri berbasis 
pengetahuan yang 
berteknologi maju 
dan ramah 
lingkungan 

 

 

 
 

Kabupaten 

Memfasilitasi 
Perguruan Tinggi 
Lokal untuk 
melaksanakan riset- 
riset pengemabngan 
agribisnis modern. 

Membentuk pusat- 
pusat kajian 
pengembangan 
agribisnis 
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H. DOLLAH MANDO 



 

 

 


